
        
  

 

  KOMISI PEMILIHAN UMUM 

    KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

                   

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 177 TAHUN 202312 

TENTANG 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

salah satu tahapan persiapan penyelenggaraannya dengan 

pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah; 

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 



        
  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a65546b5267253344253344


        
  

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 172); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU 

SUNGAI SELATAN TENTANG SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

HULU SUNGAI SELATAN. 

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU 

bertugas memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a65546b5267253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a64546b5277253344253344
https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a64546b5277253344253344


        
  

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

diatur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun 

Anggaran 2023. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

                                                 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 1 Juli 2023 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
TTD 

 
 

GUSRIADI 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 

            

Farah Agustina Setiawati 

 



        
  
 Lampiran:  

 Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

        NOMOR 177 TAHUN 2023 

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

 

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN 

DALAM TIM 

TUGAS 

1. Gusriadi, S.Pd. Ketua KPU 

 

Pengarah 

 

Menyusun kebijakan 

penyelenggaraan SPIP 

dan 

mengarahkan 

penyelenggaraan SPIP 

agar sesuai dengan 

tujuan, kebijakan, dan 

rencana tindak yang 

telah disusun. 

2. Khairudin, S.H.I., 

M.H. 

Anggota KPU Koodinator 

Satuan 

Tugas SPIP 

Membantu dalam 

mengkoordinir dan 

menyusun kebijakan 

penyelenggaraan SPIP, 

serta melaksanakan 

pengendalian untuk 

menjamin 

kualitas 

penyelenggaraan SPIP. 

3. Wawan Setiawan, 

S.H. 

Plt. Sekretaris 

KPU 

Penanggung 

Jawab 

Bertanggung jawab dan 

mengetahui dalam hal 

Ketua/Tim Inti 

menyusun Rencana 

dan Jadwal 

Penyelenggaraan  SPIP, 

serta melaksanakan 



        
  

pengendalian untuk 

menjamin 

kualitas 

penyelenggaraan SPIP 

3. Farah Agustina S., 

SH. 

Kasubbag 

Hukum dan 

SDM 

Ketua /Tim 

Kerja 

Menyusun rencana dan 

jadwal penyelenggaraan 

SPIP, 

memimpin, 

mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan 

tim kerja serta 

membuat Kartu Kendali 

Pelaksanaan SPIP 

setiap bulannya dan 

membuat laporan SPIP 

setiap tahunnya. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 1 Juli 2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

TTD 

 

GUSRIADI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, 

        

 Farah Agustina Setiawati 


